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A.Ishaq ( B 111 09 461 ) “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran  
Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom ”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. 
Aminuddin Ilmar ,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Naswar Bohari 
selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakakan pemekaran  
wilayah Luwu Tengah menjadi daerah otonom ditinjau dari sisi hukum dan 
untuk mengetahui latar belakang dan hambatan – hambatan dalam hal 
pemekaran/pembentukan wilayah Luwu Tengah menjadi daerah otonom. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu yaitu di Kecamatan 
Beloppa tepatnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
wilayah Luwu tengah berdasarkan UU No. 78 tahun 2007 sudah sangat layak 
untuk dimekarkan, hal yang melatar belakangi pemekaran/pembentukan 
wilayah Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu, kurangnya 
perhatian aparat pemerintah Kab.Luwu terhadap wilayah – wilayah yang 
terdapat di Luwu Tengah  sehingga masyarakat di wilayah Luwu Tengah 
merasa di anak tirikan. Ditambah lagi jarak antara daerah  - daerah di Luwu 
Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu Bellopa sangat jauh karena harus 
terlebih dahulu melewati kota Palopo. Sehingga esensi dari tujuan otonomi 
daerah yaitu mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
pada masyarakat malah terjadi sebaliknya di Luwu Tengah. 
 
Ada pula  beberapa hal yang melatarbelakangi terhambatnya 
pembentukan wilayah Luwu Tengah sebagai Daerah Otonom Baru  yaitu 
adanya beberapa persyaratan berdasarkan PP 78 Tahun 2007 yang belum 
dilengkapi oleh Kab. Luwu dalam usaha Pemekaran Kab.Luwu Tengah 
sehingga menghambat pemekaran atau pembentukan Kab. Luwu Tengah 
pada tahun 2013 yaitu , belum lengkapnya persyaratan teknis yang dimiliki 
oleh Kab.Luwu dalam merealisasikan pemekaran Luwu Tengah ( dukungan 
data ) seperti, belum adanya buku Provinsi dalam angka terbitan tahun 
terakhir,belum adanya buku Kabupaten/Kota dalam angka terbitan tahun 
terakhir untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi, belum 
adanya buku PDRB terbitan tahun terakhir untuk semua kabupaten yang ada 
di wilayah provinsi, belum adanya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Selain itu Persyaratan Fisik 
  
Kewilayahan juga belum dilengkapi oleh Kab. Luwu (dukungan data) berupa 
belum adanya bukti kepemilikan yang syah berupa dokumen bangunan dan 
lain. untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Perangkat 
Daerah, untuk calon kantor Kab.Baru.  
 
Persyaratan – persyaratan tersebutlah yang belum dilengkapi oleh 
Pemerintah Kab.Luwu dalam upaya Pemekaran atau Pembentukan Kab. 
Luwu Tengah, sehingga pemekaran Kab.Luwu Tengah terhambat dan 
tertinggal pada tahun 2013 dan mengakibatkan kericuhan dan bentrok 
berdarah pada tanggal 12 November 2013 kemarin  di daerah Luwu Tengah. 
 
Namun pada saat ini setelah dibentuknya tim percepatan 
pembentukan Kabuaten Luwu Tengah oleh Bupati Luwu pada tanggal 12 
Desember 2013 segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan 
PP no 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh Pemkab.Luwu.  Dan perealisasian 
pembentukan daerah Luwu Tengah akan segera terlaksana. Hal ini 
dibuktikan dengan masuknya Luwu tengah kedalam daftar rancangan 
undang – undang tentang pembentukan daerah otonomi baru inisiatif komisi 
II DPR RI. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.Latar Belakang  
Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari 
sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah. 
Dalam Undang-Undang No.32/2004 dijelaskan bahwa pemekaran wilayah 
tidak hanya diartikan sebagai pembentukan daerah baru tetapi dapat berupa 
penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah 
kabupaten/kota yang berbeda. Pemekaran wilayah yang kemudian disebut 
sebagai pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan 
administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan, pembagian luas 
wilayah beserta potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan 
jumlah penduduk. 
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan 
Otonomi Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan 
Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika 
dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Munculnya gejala, bahkan 
kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten, Kota, dan 
Propinsi baru di Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat-syarat 
  
dan kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam pembentukan dan 
pemekaran daerah. 
Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, 
penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan 
Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP 
No. 129 tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, 
penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, 
dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan 
berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan 
keamanan dan ketertiban.  
Dalam PP 129 tahun 2000 itu juga tercantum syarat-syarat pembentukan 
daerah dengan aspek penilaian sebagai berikut :  
1. Kemampuan Ekonomi;  
2. Potensi Daerah;  
3. Sosial Budaya;  
4. Sosial Politik;  
5. Jumlah Penduduk;  
6. Luas Daerah;  
  
7. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi 
Daerah.  
 
Pada dasarnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik (Undang-
Undang No.22/1999). Sistem birokrasi yang lebih kecil diharapkan mampu 
mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi sehingga masyarakat 
bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat menyumbangkan 
aspirasinya dalam upaya membangun perekonomian daerah dan percepatan 
pengelolaan potensi daerah. Selain itu pemekaran wilayah diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keamanan dan 
ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dengan 
daerah.  
Ada beberapa alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran 
daerah, diantaranya:  
1. Alasan pelayanan, pemekaran daerah dianggap mampu 
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena sistem 
birokrasi yang lebih kecil dibanding daerah induk yang memiliki 
cakupan pelayanan yang lebih luas.  
2.  Alasan ekonomi, pemekaran daerah diharapkan dapat 
mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui 
  
pemanfaatan potensi lokal yang selama ini belum dikelola dengan 
baik oleh pemerintah daerah induk.  
3. Alasan keadilan, pemekaran daerah dianggap mampu mendukung 
proses pemerataan pembangunan dalam hal ekonomi maupun 
pengisian jabatan publik sehingga suara masyarakat di daerah 
yang bersangkutan dapat terakomodasi dan tersampaikan dengan 
baik.  
4. Alasan anggaran, pemekaran daerah diharapkan dapat 
memberikan anggaran yang besar bagi daerah otonom baru untuk 
melakukan pembangunan di daerahnya.  
5. Alasan historis dan kultural.  
 
Walenrang dan Lamasi adalah daerah yang terdapat di kabupaten 
luwu yang terpisah dari ibu kota kabupaten karena dipisahkan oleh kota 
palopo, sebelumnya kota Palopo adalah adalah ibukota kabupaten dari Luwu, 
Namun pada tahun 2003 Kota Palopo dimekarkan menjadi satu daerah 
otonom baru terpisah dari Kabupaten Luwu. Akibatnya secara georgrafis, 
wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua bagian, dibelah oleh wilayah 
Kota Palopo. Dibagian selatan terdiri dari 11 kecamatan yakni Bajo, Bastem, 
Belopa, Bua, Bupon, Kamanre, Larompong, Larompong Selatan, Latimojong, 
Ponrang, dan Suli,Sedangkan diwilayah Utara, hanya terdiri dari dua 
kecamatan yakni Walenrang dan Lamasi. 
  
 
 gambar 1 (Bappeda.luwukab.go.id) 
Pada Mei 2005 aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu Tengah mulai 
bergulir saat masyarakat Walenrang Lamasi (Walmas)  mengeluhkan jarak 
tempuh yang harus dilalui terlampau jauh akibat wilayah daerah yang 
dipisahkan oleh Kota Palopo. 
Untuk mendukung aspirasi pemekaran tersebut, Bupati Luwu saat itu 
Basmin Mattayang mencanangkan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, 
dengan memekarkan Kecamatan di kawasan Utara Luwu dari 2 kecamatan 
menjadi 6 kecamatan, yakni Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, 
Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Dengan persyaratan enam 
Kecamatan untuk satu Kabupaten pemekaran sudah terpenuhi. 
  
Dan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan 
proposal Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ke Pemerintah propinsi Sulsel 
untuk direkomendasikan ke menteri Dalam Negeri guna dimekarkan menjadi 
satu daerah otonom baru. Namun hingga saat ini Pemekaran Wilayah Luwu 
Tengah belum terealisasikan .Hal tersebut menimbulkan Kekecewaan 
masyarakat karena daerah ini tidak kunjung terbentuk dan  harus berujung 
dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 12 november 2013 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, yang berakhir bentrok 
dengan pihak keamanan, sehingga menyebabkan satu orang korban tewas 
dalam insiden berdarah tersebut. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui hal – hal hal 
apa saja yang menyebabkan sehingga daerah pemekaran Luwu Tengah 
belum terealisasikan, dan bagaimanakah tinjauan yuridis tentang kelayakan 
pemekaran wilayah Luwu Tengah Menjadi Suatu daerah otonom baru ? 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar penulisan ini lebih efisien dan efektif, maka penulis akan 
membagi permasalahan dalam beberapa hal pokok dari kemungkinan 
luasnya permasalahan yang timbul dalam pembahasan, serta adanya 
konsistensi dengan ruang lingkup dan objek yang akan dibahas. Berkaitan 
dengan latar belakang masalah diatas penulis membagi permasalahan 
sebagai berikut: 
  
1. Apa saja yang melatar belakangi pembentukan wilayah Luwu 
Tengah menjadi suatu daerah otonomi baru ? 
2. Bagaimanakah  tinjauan yuridis tentang kelayakan pemekaran 
wilayah Luwu Tengah menjadi suatu daerah otonomi baru ? 
3. Hal – hal apa sajakah yang menjadi penghambat dalam 
pembentukan wilayah Luwu Tengah menjadi  suatu daerah otonom 
baru ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Bertitik tolak dari  permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis 
merumuskan tujuan penelitian, antara lain 
a. Untuk mengetahui kelayakan pemekaran wilayah Luwu 
Tengah menjadi suatu daerah otonom baru ditinjau dari sisi 
hukum. 
b. Untuk mempelajari dan menjelaskan apa saja yang melatar 
belakangi pembentukan  wilayah luwu tengah untuk menjadi 
suatu daerah otonom baru. 
c. Untuk mempelajari dan menjelaskan hal – hal apa saja yang 
menjadi penghambat dalam pemekaran wilayah luwu tengah 
menjadi suatu daerah otonom baru. 
 
  
2. Kegunaan Penelitian 
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kegunaan yang akan 
diberikan, Kegunaan penulisan skripsi ini, antara lain : 
a. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang 
Hukum Tata Negara mengenai upaya pemekaran 
wliayah Luwu Tengah menjadi suatu daerah otonom 
baru. 
b.  Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan 
masukan bagi para pembaca dalam hal pembentukan 
peraturan daerah melalui penerapan asas 
akuntabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai 
bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara 
Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : 
“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah yang diatur Undang-Undang”.  
Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: 
“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat 
menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta 
mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintahan pusat”. 
Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945,dapat 
dikatakan bahwa Muh. Yamin-lah orang pertama dalam sidang BPUPKI 
Mei 1945 yang membahas masalah pemerintahan daerah. 
 
  
Menurut Muh.Yamin ( 1971:100) 
“Negeri,desa, dan segala persekutuan hukum adat yang 
diperbaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, 
dijadikan susunan sebagai bagian bawah.Antara bagian bagian atas 
dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan 
Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam,Pangreh 
praja .Pembagian daerah indonesia atas daerah yang besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang 
– undang , dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak – hak 
asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” 
 
Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah 
dikemukakan  diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini 
adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara 
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 
perangkat daerah. 
  
 2 .    Fungsi Pemerintah Daerah 
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat 
daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya 
pemerintahan. 
Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 adalah :  
a.      Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
b.     Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan 
daya saing daerah.  
     c.      Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan 
pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam, dan sumber daya lainnya.  
 
 3.    Asas Pemerintahan Daerah 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya 
pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam 
pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut: 
  
a.       Asas sentralisasi 
Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana  sistem 
pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah 
pusat. 
b.    Asas desentralisasi  
Dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7: 
“Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. 
    c.       Asas dekonsentrasi 
            Menurut Amrah Muslimin (1986:4) 
“Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan 
Pemerintah Pusat pada alalt – alat pemerintah pusat yang ada di 
daerah.” 
  Menurut Irawan Soejito (1990:34) 
“Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang atau 
pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya 
sendiri”. 
 
 Menurut Juniarto (1992:10) 
“Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh 
pemerintah pusat ( atau pemerintah atasannya) kepada alat – alat 
perlengkaan bawahan untuk menyelenggarakan urusan urusan 
yang ada di daerah”. 
 
 
 
  
Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 8: 
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu. 
d.      Asas tugas pembantuan 
Di samping pemerintah local yang berhak mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya pula diberi tugas – tugas 
pembantuan ( tugas medebewind ). Tugas pembantuan adalah tugas 
ikut melaksanakan  urusan – urusan pemerintah pusat atau 
pemerintah local yang berhak dan mengurus rumah tangga tingkat 
atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga 
sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga 
sendiri,tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau  pemeruntah 
atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk 
membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu dalam tugas 
pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan , 
wewenangnya mengatur dan mengurus,terbatas kepada 
penyelenggaraan saja .(Juniarto 1992:18 ). 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 9:  
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada 
  
pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu. 
 
B. Desentralisasi 
     1. Pengertian Desentralisasi. 
Menurut Amrah Muslimin(1986:5): 
“Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan – 
badan  dan  golongan – golongan dalam masyarakat dalam daerah 
tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri”. 
 
Sedangkan menurut Irawan Soejito(1990:29): 
“Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah 
kepada pihak lain untuk dilaksanakan”. 
 
Menurut Koswara Dalam buku Andi Kasmawati ( 2010:49 ): 
“Desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa : Melalui 
proses desentralisasi urusan – urusan  pemerintahan yang semula 
merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat 
sebagian diserahkan kepada badan – badan / lembaga pemerintah 
daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan 
tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih 
alternatif dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan 
daerahnya, baik dalam hal menentukan kbijaksanaan, perencanaan, 
maupun pelaksaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah . 
Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat 
pelaksaanaanya, baik personil maupun alat perlengkapan 
sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang 
bersangkutan.  
 
  
 Pada pengertian desentralisasi yang dikemukakan diatas dapat 
diurai bahwa : Pada desentralisasi ada penyerahan wewenang 
sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah 
mengenai urusan tertentu, sehingga pemerintah  daerah dapat 
mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut kebijakan 
(Policy), perencanaan (Planning), pelaksanaan (Implementation), 
maupun pembiayaan (Budget) 
 
2. Tujuan Desentralisasi 
Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat 
ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat 
penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagain 
hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan 
pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah 
daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam 
bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi 
antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. 
Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. 
Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada 
  
hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara 
secara keseluruhan. 
      Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi 
merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan 
pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang 
lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga 
menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua 
prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan 
diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu. 
Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi 
yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.  
a.    Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai 
medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan 
secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara 
nasional untuk mencapai terwujudnya civil society. 
b.   Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah 
sebagi unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk 
menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan 
ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud 
dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep 
  
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi 
terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: 
a. )      Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan 
untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara 
relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk 
intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan 
paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 
Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan 
masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;  
b)      Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu 
ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah; 
c)      Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi 
menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan 
nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi.  Tidak ada 
perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan 
sebaliknya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang 
akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar 
tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration of power) pada satu 
pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi 
diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (distribution of power) maupun 
transfer kekuasaan (transfer of power) dan terciptannya pelayanan 
  
masyarakat (public services) yang efektif, efisien dan ekonomis serta 
terwujudnya pemerintahan yang demokratis (democratic government) 
sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya 
pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. 
Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu 
memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman 
terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat 
merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang 
lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat 
daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.  
 
3. Implikasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia 
Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai 
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan 
karena hubungan provinsi dan daerah kita bersifat coordinate dan 
independent. Distribusi fungsi diberikan pada provinsi atau pada 
tingkatan pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara 
dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga 
mengatur distribusi fungsi pada pemerintahan desa yang setara dengan 
tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi 
  
pada pemerintahan desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung 
pada daerah kabupaten atau kota.  
Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang 
yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di 
putuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah 
sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat 
diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di 
pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi 
khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang 
tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta 
digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut 
terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. 
Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari 
desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada 
daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 
Tahun 2004).  
Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan 
nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan 
masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal 
  
memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika 
instrumen desentralisasi diterapkan. 
 
4. Manfaat Desentralisasi 
Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, 
diantaranya :  
a) secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa 
dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, 
megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam 
penggunaan sumber daya manusia. Secara politis,  
b) desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills 
dan integrasi nasional.  
c) Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan 
masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, 
mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan. 
C.  Otonomi Daerah 
      1.  Pengertian Otonomi Daerah  
 
Otonomi daerah berasal dari bahasa yunani “ autonomie” yang 
berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi 
secara harpiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan 
  
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
kepada instansi, perusahaan, dan daerah. 
Menurut Joko Widodo (2001:38) mengemukakan: 
“Pada hakekatnya otonomi daerah bertujuan menciptakan 
sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dimana 
keterlibatan rakyat (partisipasi) baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, maupun 
dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dan dilakukan 
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan 
kewenangan dapat dilaksanakan secara maksimal. OIeh karena 
itu dengan otonomi daerah diharapkan akan dapat memberi 
peluang pada perubahan kehidupan pemerintah daerah”. 
Selain itu otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut: 
a.   Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri 
dengan tetap menghormati perundang-undangan ( Charles 
Einsemen). 
b.  Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan 
sekelompok penduduk yang berdiam  dalam  suatu lingkungan 
wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, dan 
mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi 
kehidupan penduduk ( the liang gie). 
c. Komponen utama pengertian otonomi, yaitu  komponen wewenang 
dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen 
yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari 
pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang dan 
  
wewenang tersebut merupakan wewenang formal dan komponen 
kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata oleh dari 
dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah tersebut 
dari sisi pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli 
daerahnya (PAD)  Yang relative besar di bandingkan bentuk dana 
alokasi umum (DAK) serta dana yang lain. 
Dalam UU No 22/1999 dan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa 
prinsip otonomi yang dianut adalah; 
a) Otonomi luas 
       Adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 
pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama.  Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memeberikan 
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.  Selain 
itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi: 
1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro. 
2.  Dana perimbangan Keuangan. 
3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian 
negara. 
  
4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 
5. Pendayagunaan Sumber daya alam serta teknologi yang 
strategis. 
6. Konservasi dan standarisasi nasional. 
b).    Otonomi Nyata 
       Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban 
pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan 
serta tumbuh, hidup dan berkembangan didaerah yang berpotensi 
dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten 
dan kota, meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, 
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan 
tenaga kerja. 
      Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi 
yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk 
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. 
c).    Otonomi yang bertanggung jawab  
     Adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi 
pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas 
  
dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai 
pemberian otonomi daerah, Sementara itu, otonomi yang 
bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya 
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian 
otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah 
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan 
utama dari tujuan nasional yang berupa:  
1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang   
semakin baik. 
2. Pengembangan hidup demokrasi. 
3. Keadilan dan pemerataan pembangunan. 
4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah  
dalam rangka menuju NKRI. 
d).   Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya 
      Artinya mampu membangun kerjasama anata daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 
daerah, hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga 
harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan 
pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan 
wilayah negara dan tetap tegaknya negara republic Indonesia dalam 
rangka mewujudkan tujuan negara. 
  
Adapun, pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 
2004 yaitu hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Atau otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak penduduk yang 
tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 
yang mengatur, mengurus, mengendalikan, mengembangkan, urusannya 
sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap 
menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 
 
2. Daerah Otonom 
Pengertian daerah otonom  menurut UU No. 32/2004 :  
Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dan system negara kesatuan 
republik Indonesia.  
 
 
 
  
Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat 
unsur – unsur  berikut sebagai berikut : 
a. Unsur (elemen) batas Wilayah.  
Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah 
sangat menentukan suatu kepastian hukum bagi pemerintah dan 
masyarakat dalam melaksanakan interaksi hukum, misalnya dalam 
penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat terhadap 
fungsi pelayanan umum pemerintah dan peningkatan 
kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi 
lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum 
yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan 
perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus 
mempunyai wilayah dengan batas – batas yang jelas sehingga 
dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang 
lainnya. 
b. Unsur ( elemen ) Pemerintahan 
Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi 
undang – undang  yang memberikan kewenangan kepada 
pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan 
yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. 
Elemen pemerintahan daerah meliputi pemerintahan daerah dan 
  
lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
c. Unsur  Masyarakat 
Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan 
kesatuan masyarakat hukum , baik gemeinschaft ataupun 
gessechalf  jelas mempunyai tradisi, kebiasan, dan adat istiadat 
yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah , mulai dari 
bentuk cara berpikir , bertindak , dan kebiasaan tertentu dalam 
kehidupan masyarakat. Bentuk – bentuk partisipatif budaya 
masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara 
untuk menyatakan pendpat dan pikiran yang menunjang 
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui 
pelayanan pemerintah. 
 
5.    Prinsip Otonomi Daerah 
Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh 
sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsif 
otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini 
implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban 
dimana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat 
sehingga muncul kesan sentralistik,disamping itu apabila dikaji oleh 
  
undang-undang Nomor 5 tahun 1974 maka pengertian otonomi bagi 
suatu daerah tersebut harus mampu : 
a.      Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun 
rencana, dan pelaksanaanya). 
b.     Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified (memenuhi  
persyaratan)  
c.     Membuat pengaturan sendiri (PERDA). 
d.     Menggali sumber- sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, 
retribusi, dan lain- lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku ). 
Namun konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam 
undang-undang tersebut berbeda dengan konsep undang-undang 
nomor 22 tahun 1999. Adapun konsep  pemberian otonomi daerah 
menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah: 
a.     Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta 
potensii dan keanekaragaman daerah; 
b.     Pelaksanaan otonomi daerah diadasarkan pada otonomi luas, 
nyata dan bertanggung jawab; 
c.     Pelaksanaan otnomi yang luas dan utuh diletakan pada kabupaten 
dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi 
yang terbatas; 
  
d.     Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi 
negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat 
dan daerah serat antar daerah; 
e.     Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan 
kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-
kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, 
seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, perumahan, kawasan 
industri, pertambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan 
perkotaan baru, pariwisata, dan semacamnya berlaku peraturan 
daerah otonom. 
f.      Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan 
dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, 
maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
g.     Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakan pada daerah provinsi 
dalam kedudukanya sebagai wilayah administrasi untik 
melaksanakan kewenangan pemrintahan tertentu yang dilimpahkan 
kepada gubernur sebagi wakil pemerintah pusatPelaksanaan asas 
tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat 
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah 
kepada desa yang disertai denganh pembiayaan, sarana dan 
  
prasarana dan sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaan. 
 
 Tetapi pada saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang 
menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan 
hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsif otonomi saat 
ini berdasarkan asas desentralisasi berkeseimbangan. 
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 
mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam 
bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat , baik untuk 
kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung 
kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. 
  Adapun lima variable sebagai faktor pokok untuk mengukur 
kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah: 
a.    Kemampuan keuangan daerah, nilainnya ditentukan oleh berapa 
besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total 
pembiayaan daerah. 
b.    Mengangkat kemampuan aparatur  berapa ratio jumlah pegawai  
terhadap jumlah penduduk. 
  
c.    Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam 
pelayanan. 
d.     Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-
rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir. 
e.    Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan 
penduduk, dll. 
 
        Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan 
secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan 
berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kapada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga 
merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan 
daerah yang lainnya disamping menumbuh kembangkan semangat 
kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
D.  Hubungan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
Pengertian otonomi daerah sering disalah gunakan atau dipertukarkan 
penggunaanya dengan istilah desentralisasi, secara singkat pengertian 
desentralisasi mengandung pengertian adanya pembentukan daerah otonom 
dan atau penyerahan wewenang tertentu kepada (daerah yang di bentuk) 
oleh pemerintah pusat. Sementara itu, otonomi daerah adalah pemerintahan 
oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui 
  
lembaga pemerinatahan yang secara formal barada di luar pemeriantahan 
pusat. 
menurut Philip Mawhhod dalam buku Siswanto Sunarno ( 2006:13 )  
“Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan 
pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok – 
kelompok lain yang masing – masing memiliki otoritas didalam wilayah 
tertentu di suatu negara” 
 
Menurut Jayadi Nas Kamaluddin dalam buku Siswanto Sunarno ( 2006:13 ) 
“Desentralisasi mengandung 4 pengertian yaitu : 
a. Desentralisasi merupakan Pembentukan daerah Otonom. 
b. Daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh 
pemerintah pusat. 
c. Desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh 
pemerintah pusat. 
d. Kekuasaan yang dipencarkan diberikan kepada kelompok – 
kelompok  masyarakat dalam wilayah tertentu. 
 
E. Pemekaran 
       1. Pengertian pemekaran 
Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, 
yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :  
a) Berkembang menjadi terbuka . 
b)  Menjadi besar dan gembung . 
c) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus. 
d)  Mulai timbul dan berkembang. 
  
Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 
itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan 
makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi 
penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari 
sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan 
penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah 
otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau 
lebih daerah otonom baru. 
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam PP No. 78 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan Daerah, bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan 
provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 
Menurut Makaganza (2008) istilah pemekaran daerah 
sebenaranya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupieisme) 
yang menyatakan proses “perpisahan” atau „pemecahan”satu wilayah 
untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata 
filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang 
negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan 
untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru 
pasca reformasi di Indonesia. 
  
Jika kita lihat ke belakang, pemekaran daerah begitu gencarnya 
dilaksanakan sejak zaman reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya 
anggapan bahwa zaman orde baru yang sentralistis itu sangat tidak adil 
bagi daerah. Daerah hanya menjadi sapi perahan yang diambil sumber 
daya alamnya dan hasilnya diserahkan ke pemerintah pusat. Tidak ada 
pembangunan di daerah, pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota 
Negara, Jakarta. Sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
2. Faktor – faktor dan tujuan pemekaran 
Dengan pergantian rezim pemerintahan, serta dengan 
diberlakukannya PP Nomor 129 Tahun 2000, terjadi booming usulan 
pemekaran daerah. Menurut Depdagri (2009) dari tahun 1999 hingga 
2009, terbentuk 205 daerah baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 
kabupaten dan 34 kota. “Booming” pemekaran daerah itu berkaitan 
dengan dua faktor, yaitu : 
a) Keterbukaan dan demokrasi pasca orde baru dan, 
b) Kebijakan pemerintah yang bergeser dari sentralisasi ke 
desentralisasi. 
Thomas Bustomi (2009) mengemukakan pada dasarnya, 
pembentukan daerah otonom mempunyai dua tujuan utama, 
  
yaitu:“meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan 
politik di tingkat local”. Dari pendapat ini, pemekaran daerah diharapkan 
dapat tercapainya peningkatan pelayanan dan sebagai sarana 
pendidikan politik bagi masyarakat daerah. Artinya jika kedua hal 
tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran daerah tidak tercapai. 
J Kaloh (2007) lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konteks 
pemekaran daerah / wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan 
pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut 
diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam 
mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan 
sumber–sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat 
setempat yang lebih baik 
Begitu gencarnya usulan pemekaran daerah yang dilakukan untuk 
membentuk pemerintahan daerah juga disebabkan beberapa hal. 
Adapun menurut Nunik Retno Harawati dalam Kushandajani (2011), 
Bank Dunia menyimpulkan bahwa ada 4 faktor utama pendorong 
pemekaran daerah : 
  
a) Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah 
daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya 
ketertinggalan dalam pembangunan 
b) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban 
rural, tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah lebih 
didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok |ain 
atas dasar etnis, agama, dan lain. 
c) Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya 
DAU, DAK, Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dan disediakannya 
sumber sumber pendapatan daerah 
d) Motif pemburu rente dari para elite. Pemekaran daerah banyak 
didasari motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD. 
Selain itu, pemekaran daerah juga didasari motif untuk membangun 
kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di 
masa lalu. 
Sedangkan menurut Tri Ratnawati (2009) pemekaran daerah yang 
selama ini terjadi di Indonesia memiliki motif-motif yang tersembunyi, 
seperti : 
a) Gerrymander yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan 
partai politik tertentu. 
  
b) Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis” 
c) Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme 
agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra 
rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, self interest dari para 
aktor elit daerah maupun pusat 
3. Pembentukan daerah. 
Menurut Dr.H. Siswanto Sunarno,SH.,M.H. (2006:15) 
“Pembentukan daerah / pemekaran pada dasarnya dimaksukan 
untuk meningkatkan pelayanan  publik guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat,di samping sebagai sarana 
pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu pembentukan  daerah 
harus memperhatikan berbagai faktor, seperti: kemampuan 
ekonomi,potensi daerah , luas wilayah , kependudukan, dan 
pertimbangan dari aspek sosial politik , sosial budaya , pertahanan 
dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang 
memungkinkan daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan 
mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi 
daerah. 
Daerah selain diberi wewenang mengatur , serta mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.juga 
diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai 
dengan amanat undang – undang yang membolehkan, yakni dalam 
NKRI dibagi atas  daerah – daerah provinsi , dan daerah provinsi 
dibagi atas atas kabupaten dan kota yang masing – masing 
mempunyai pemerintahan daerah . Pembentukan suatu daerah baru, 
mencakup nama , cakupan wilayah , batas , ibukota, kewenangan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala 
daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, 
pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah”. 
  
4. Syarat Pemekaran Wilayah 
Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk 
menjadi kabupaten/kota atau provinsi tidak terlalu sulit. Pemekaran 
wilayah diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan 
dalam Undang-Undang ini adalah: Pasal 4 (ayat 3) “Pembentukan 
daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi 
dua daerah atau lebih.” 
Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan 
fisik kewilayahan (Pasal 5 ayat1). Syarat administratif untuk provinsi 
meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan 
Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, 
persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi 
Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota 
meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan 
Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan 
Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat 
teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang 
mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 
sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan 
faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 
  
Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk 
pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk 
pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk 
pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana 
pemerintahan. Namun bukan berarti apabila suatu daerah telah 
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan 
maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini 
disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya 
pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan 
pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Untuk 
pembentukan Provinsi disyaratkan sepuluh tahun, Kabupaten/Kota 
disyaratkan tujuh tahun, dan untuk Kecamatan batas minimal 
penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun. 
Syarat – Syarat Pemekaran Menurut  PP No  78 Tahun 2007 
A. Syarat Administratif 
1. Keputusan DPRD kabupaten / kota induk tentang  
persetujuan  pembentukan calon kabupaten / kota (dengan 
melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2 / 3 
dari jumlah BPD); mencakup : 
a) Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
  
b)  Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota; 
c) Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan 
wilayah    calon kabupaten/kota; 
d)  Persetujuan pemberian hibah untuk calon 
kabupaten/kota     (minimal 2 tahun berturut-turut sejak 
peresmiannya); 
e) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk 
pemilihan      umum kepala daerah pertama kali di DOB; 
f) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa 
barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen 
dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon 
kabupaten/kota; 
g)  Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran 
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten induk 
kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan 
untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi 
atau tukar menukar; 
h)  Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru 
apabila  lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan 
wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk. 
 
  
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup : 
a) Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
b) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota; 
c) Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan 
wilayah      calon kabupaten/kota; 
d) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota 
(minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya); 
e) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan 
umum kepala daerah untuk pertama kali di DOB; 
f) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa 
barang  bergerak dan tidak bergerak, personil dokumen 
dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB; 
g) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru 
apabila  lokasi ibukota kabupaten induk menjasi  cakupan 
wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk. 
 
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota; mencakup : 
a) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk 
calon kabupaten / kota (minimal 2 tahun berturut-turut 
sejak peresmiannya); 
  
b) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan 
umum kepala daerah pertama kali di kabupaten / kota; 
c) Persetujuan nama calon kabupaten / kota, cakupan 
wilayah     kabupaten / kota dan calon ibukota kabupaten / 
kota; 
d) Persetujuan pelepasan asset berupa sarana perkantoran 
yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang 
dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik 
dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau 
tukar menukar.  
  
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota; mencakup : 
a) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota 
(minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya); 
b)  Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan 
umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru; 
c) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah 
calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota; 
  
d) Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan 
berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan 
bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang 
akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.  
5.   Rekomendasi Menteri 
 
  B. Syarat Teknis 
1. Hasil kajian daerah, meliputi : 
a) Kemampuan ekonomi; 
b) Potensi daerah; 
c) Sosial budaya; 
d) Sosial politik; 
e) Kependudukan; 
f) Luas daerah; 
g) Pertahanan; 
h) Kemananan; 
i) Kemampuan keuangan; 
j) Tingkat kesejahteraan masyarakat; 
k) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
2. Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk 
semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; 
3. RPJM Kabupaten/Kota;  
  
4. Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota; 
5. Monografi masing-masing kecamatan 
 
C. Syarat Fisik Kewilayahan 
1.  Cakupan wilayah, meliputi : 
a) Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota; 
b) Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan; 
c) Pembentukan kota minimal 4 kecamatan. 
2.  Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamtan dan 
desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota 
serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah 
kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama 
wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan 
langsung dengan calon kabupaten/kota; 
3.  Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang 
difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat 
Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hdro 
Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan); 
4.  Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah 
pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 
1:250.000 untuk kabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 
1:50.000 untuk kota. 
  
5. Tata Cara Pembentukan Daerah 
     Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan daerah kabupaten / kota 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 huruf a ( pemekaran dari 
satu kota / kabupaten menjadi dua kabupaten / kota atau lebih ) 
dilaksanakan sebagai berikut : 
a.  Aspirasi sebagian masyarakat setempat dalam bentuk 
keputusan BPD untuk Desa dan Forum komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah Kabupaten kota yang akan di mekarkan. 
b.  DPRD kabupaten / kota dapat memutuskan untuk menyetujui 
atau menolak aspirasi sebagaimana di maksud dalam huruf  a 
dalam bentuk keputusan DPRD  berdasarkan aspirasi sebagaian 
besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD atau nama lain 
dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain ; 
c. Bupati / walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam 
bentuk keputusan bupati / walikota berdasarkan hasil kajian 
daerah; 
d. Bupati mengusulkan pembentukan kabupaten / kota kepada 
Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan : 
  
 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten / kota; 
 2. Hasil kajian daerah; 
 3. Peta wilayah calon kabupaten / kota ; dan 
 4. Keputusan DPRD kabupaten / kota dengan keputusan 
bupati / walikota 
e. Gubernur Memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten / kota berdasarkan evaluasi terhadap 
kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 
f.  Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/ 
kota kepada DPRD provinsi ; 
g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usulan pembentukan kabupaten / kota; dan 
h.  Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten 
/ kota, gubernur  mengusulkan pembentukan kabupaten / kota 
kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan : 
 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten / kota 
2. Hasil kajian daerah ; 
3. Peta wilayah calon kabupaten/ kota; 
4. Keputusan DPRD kabupaten / kota dan keputusan bupati / 
walikota;  
5. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan Gubernur. 
  
i.  Menteri atau jajarnnya / tim yang dibentuk menteri melakukan 
penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten / 
kota. 
j.  Berdasarkan hasil penelitian, Menteri menyampaikan rekomendasi 
usulan pembentukan daerah kepada DPR. 
k. Berdasarkan  rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri 
meminta tanggapan tertulis para anggota DPD pada sidang DPR. 
l. Dalam  hal DPR memandang perlu dilakukan klarifikasi dan 
penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPR 
menugaskan tim teknis DPR untuk melakukan klarifikasi dan 
penelitian. 
m.  Berdasarkan  hasil klarifikasi dan penelitian, DPR bersidang 
untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden 
mengenai usulan pembentukan daerah. 
n. Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah 
kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPR. 
o. Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, 
Menteri menyiapkan rancangan undang – undang tentang 
pembentukan daerah. 
p. Setelah undang – undang pembentukan  daerah diundangkan, 
Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat 
kepala daerah. 
  
q. Peresmian daerah dilaksanakan  paling lama 6 bulan sejak 
diundangkannya undang – undang tentang pembentukan daerah. 
 
Bagan Mekanisme Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) 
Sesuai dengan PP No. 78 tahun 2007 
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BAB III 
METODE PENELITIAN. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di kabupaten Luwu, pemilihan lokasi ini 
didasari dengan pertimbangan bahwa di kabupaten Luwu-lah terdapat kasus 
tentang rencana pemekaran wilayah Luwu Tengah yang sampai saat ini 
belum terealisasikan. Apalagi wilayah rencana pemekaran luwuk tengah 
masih cakupan wilayah luwuk, yaitu wilayah walenrang dan wilayah lamasi 
yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu : 
1. Walenrang,  
2. Walenrang Barat,  
3. Walenrang Utara,  
4. Walenrang Timur,  
5. Lamasi dan  
6. Lamasi Timur. 
 
B.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan 
responden yang diharapkan mampu memberikan masukan dan 
penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar. 
  
2. Kepustakaan, yakni pengumpulan bahan dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
masalah tersebut, atau literature lain yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data primer, yakni data empiris yang diperoleh dari responden 
berdasarkan hasil wawancara. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penulisan 
skripsi ini. 
 
D. Analisis Data 
Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga 
data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. 
 
 
 
  
BAB IV 
PEMBAHASAN  DAN  HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian  
      1. Administrasi 
Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu + 3000,25 km2 terdiri dari 
22 Kecamatan, 227 Desa/Kelurahan. 
 Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten  
   Luwu Utara 
 Sebelah Selatan :  Berbatasan   dengan   Kabupaten   Wajo    dan    
                                   Sidenreng Rappang. 
 Sebelah Barat  : Berbatasan   dengan   Kabupaten  Tana Toraja ,   
                                  Kabupaten  Enrekang   dan   Kabupaten   Toraja  
  Utara. 
 Sebelah Timur         : Berbatasan   dengan   Teluk   Bone     
Tabel Luas kecamatan dan persentase luas keseluruhan Kabupaten Luwu 
Kecamatan 
Luas 
(km2) 
Persen 
Larompong 225,25 7,51 
Larompong Selatan 131 4,37 
Suli 81,75 2,72 
Suli Barat 153,5 5,12 
Belopa 59,26 1,98 
Kamanre 52,44 1,75 
Belopa Utara 34,73 1,16 
  
Bajo 68,52 2,28 
Bajo Barat 66,3 2,21 
Basse Sangtempe 181,7 6,06 
Latimojong 467,75 15,59 
Bua Ponrang 182,67 6,09 
Ponrang 107,09 3,57 
Ponrang Selatan 99,98 3,33 
Bua 204,01 6,80 
Walenrang 94,6 3,15 
Walenrang Timur 63,65 2,12 
Lamasi 42,2 1,41 
Walenrang Utara 259,77 8,66 
Walenrang Barat 247,13 8,24 
Lamasi Timur 57,65 1,92 
BasseSangtempe Utara 119,3 3,98 
Total 3000,25 100 
Tabel 1 ( BPS Kab. Luwu ) 
2. Letak Geografis 
Secara geografis letak Kabupaten Luwu berada pada 2o.34‟45”-
3o.30‟30”Lintang selatan dan 120o.21”15” - 121o.43”11” Bujur Timur dari 
kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan 
demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian Utara dan Timur 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2011 adalah sebesar 
335.828 jiwa terdiri dari 165.968 jiwa laki-laki dan 169.860 jiwa 
perempuan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2011 
mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen, dengan jumlah penduduk 
  
pada tahun sebelumnya sebesar 332.482 jiwa terdiri dari 164.314 jiwa 
laki-laki dan 168.168 jiwa penduduk perempuan. 
B. Rancangan DOB Luwu Tengah terdiri dari 6 Kecamatan Yaitu : 
 
Gambar 2.(Peta wilayah luwu tengah) 
   1. Kecamatan Walenrang ( kode wilayah 73.17.06) 
   a. Kondisi Wilayah 
1. Sejarah Terbentuknya 
Walenrang   yang artinya air bersih yang jernih. Walenrang 
sudah dikenal sejak  kedatuan Luwu pada masah datu ala‟ dipimpin 
seorang palempang ( setingkat pemerintahan kabupaten) dibawah 
wilayah peradaban maddika bua (setingkat pemerintah propinsi), 
sehingga menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama 
  
Kecamatan Walenrang  yang ibukotanya kecamatan terletak di 
kelurahan Bulo. 
2. Letak Geografi 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Walenrang Utara terletak di Dikelurahan Bosso  
yang memiliki luas wilayah 94.60 Km2 dengan Koordinat Gegrafis 
berada pada 3° 16´19´´LS dan 120°15´28 BT. 
 Batas Wilayah  
Sebelah Utara  :  Kecamatan Walenrang Utara 
Sebelah Selatan  :  Kota Palopo  
Sebelah Timur    :  Kecamatan Walenrang Timur 
Sebelah Barat  :   Kecamatan Walenrang Barat 
3. Jumlah Kelurahan dan Desa 
Secara administrastratif Kecamatan Walenrang terdiri dari 1 
Kelurahan 8 Desa sebagai berikut : 
a) Kelurahan Bulo (Kode Wilayah 73.17.06.2006 Luas  2.04 Km2) 
b) Desa Tombang (Kode Wilayah 73.17.06.2001 Luas 24.63 Km2) 
c) Desa Lalong (Kode Wilayah 73.17.06.2005  Luas 6.17 Km2) 
d) Desa Harapan (Kode Wilayah 73.17.06.2008  Luas 6.36 Km2) 
e) Desa Barammamase (Kode Wilayah 73.17.06.2011 Luas 5.43 
Km2) 
f) Desa Walenrang (Kode Wilayah 73.17.06.2012 Luas 26.92 Km2) 
  
g) Desa Saragi (Kode Wilayah 73.17.06.2015  Luas 2.59  Km2) 
h) Desa Batu Sitanduk (Kode Wilayah 73.17.06.2021 Luas 15.12 
Km2) 
i) Desa Kalibammase ( Kode Wilayah 73.17.06.2022  Luas 5.34 
Km2 ) 
b. Potensi Unggulan 
Kecamatan Walenrang   mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
1. Pertanian   
2. Pertambangan 
3 Perkebunan 
2. Kecamatan Lamasi ( kode wilayah 73.17.09) 
    a. Kondisi Wilayah 
1).    Sejarah Terbentuknya 
Lamasi merupakan akronim dari lamongan, Malang dan 
Sidoarjo, Lasi lahir pada saat kolonisasi Belanda 1938 terhadap 
daerah lamongan, malang dan sidoarjo yang disingkat Lamasi, yang 
ibukota kecamatannya terletak di Kelurahan Lamasi. Lamasi terdiri 
dari bebarapa desa di antaranya Salu Jambu, Setiarejo, Samelung, 
Kondo, Seriti, Wiwitan, Bosso, Mamara, Siteba', Salulino dan 
Salutubu. masyarakat lamasi adalah masyarakat heterogen terdiri 
dari berbagai suku, suku utama yang merupakan pribumi adalah 
Luwu, dan suku lain seperti Bugis, Toraja dan Jawa adalah suku 
  
imigran yang telah lama datang dan mendiami daerah tersebut. 
Masyarakat Jawa datang secara transmigrasi yang diprakarsai oleh 
pemerintah belanda, mereka datang dari daerah Jawa Tengah dan 
Jawa Timur, mereka telah menetap dan membangun kecamatan 
tersebut, mata pencaharian utama mereka adalah bertani sawah dan 
berkebun, selain itu banyak juga di antara mereka berprofesi sebagai 
pedagang. Jumlah mereka telah berkembang dengan pesat, selain 
perkawinan antara sesama suku jawa terjadi juga perkawinan antara 
suku terutama suku Jawa dan Luwu yang merupakan suku pribumi. 
Sedangkan suku bugis dan toraja merupakan imigran yang datang 
dari wilayah lain yang masih masuk dalam wilayah sulawesi selatan. 
Suku bugis yang mendiami Lamasi berprofesi sebagai pedagang 
sedangkan suku Toraja bertani adalah profesi utama mereka. Oleh 
karena keuletan dan kerja keras mereka akhirnya kecamatan lamasi 
berkembang menjadi daerah lumbung pangan bagi kabupaten Luwu. 
  
2) Letak Geografi 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Lamasi terletak di Kelurahan Lamasi yang memiliki 
luas wilayah 42.20 Km2 dengan Koordinat Gegrafis berada pada 2° 
49´ 3´´LS dan 120°10´34BT. 
 
 Batas Wilayah  
  
Sebelah Utara  :  Kecamatan Walenrang Utara 
Sebelah Selatan  :  Kecamatan      Walenrang     Timur     dan  
                                         Kecamatan Walenrang  
Sebelah Timur   :  Kecamatan      Walenrang      Timur    dan  
                                         Kabupaten Luwu Utara 
Sebelah Barat  :  Kecamatan Walenrang Utara 
3) Jumlah Kelurahan dan Desa 
Secara administrastratif Kecamatan Lamasi terdiri dari 1 Kelurahan 
dan 9 Desa sebagai berikut : 
a) Kelurahan Lamasi ( Kode Wilayah 73.17.09.1001  Luas 2.91 Km2 ) 
b) Desa Salu Jambu ( Kode Wilayah 73.17.09.2007  Luas 3.50 Km2 ) 
c) Desa Wiwitan ( Kode Wilayah 73.17.09.2008  Luas 1.84 Km2 ) 
d) Desa Setia Rejo ( Kode Wilayah 73.17.09.2010  Luas  4.66 Km2 ) 
e) Desa Pongsamelung ( Kode Wilayah 73.17.09.2011  Luas  5.31 
Km2 ) 
f) Desa Topongo ( Kode Wilayah 73.17.09.2020  Luas 6.76 Km2 ) 
g) Desa Se‟pong ( Kode Wilayah 73.17.09.2022  Luas  4.07 Km2 )  
h) Desa Awok Gading ( Kode Wilayah 73.17.09.2024  Luas 3.94 Km2 ) 
i) Desa Padang Kalua ( Kode Wilayah 73.17.09.2014 Luas 7.75 Km2 ) 
j) Desa Wiwitan Timur (Kode Wilayah 73.17.09.2026 Luas 1.46 Km2) 
 
 
  
b. Potensi Unggulan 
Kecamatan Lamasi mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
1. Pertanian   
2. Pertambangan 
3. Perkebunan   
4.   Peternakan 
 
3. Kecamatan Lamasi Timur ( kode wilayah 73.17.18) 
a. Kondisi Wilayah 
1.    Sejarah Terbentuknya 
      Lamasi  Timur  merupakan Pemekaran dari Kecamatan lamasi 
yang akronim dari lamongan, Malang dan Sidoarjo, Lasi lahir pada 
saat kolonisasi Belanda 1938 terhadap daerah lamongan, bernama 
Kecamatan Lamasi Timur, yang Ibu Kota Kecamatannya terletak di 
Desa To‟lemo Kecamatan Lamasi Timur di bentuk berdasarkan  
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006. 
2.  Letak Geografi 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Lamasi Timur terletak di Desa To‟lemo yang memiliki 
luas wilayah 52.65 Km2 dengan Koordinat Gegrafis berada pada 2° 
50´49´´LS dan 120°13´57BT. 
 Batas Wilayah  
  
Sebelah Timur   :   Kecamatan Lamasi 
Sebelah Selatan   :   Teluk Bone  
Sebelah Timur    :   Kabupaten Luwu Utara. 
Sebelah Barat   :   Kecamatan    Walenrang    Timur   dan  
                                           Kecamatan Lamasi. 
 Topografi 
Kecamatan Lamasi Timur berada pada Lokasi Pesisir 
mempunyai jarak tempuh 87 Km dari Ibukota Kecamatan ke 
Ibukota Kabupaten. 
3.   Jumlah Desa 
Secara administrastratif Kecamatan Lamasi Timur terdiri dari 1 
kelurahan dan 8 Desa sebagai berikut : 
a) Kelurahan Bulu Londong (Kode Wilayah 73.17.18.2002  Luas 
13.20 Km2) 
b) Desa Pelalan (Kode Wilayah 73.17.18.2007 Luas  3.75 Km2) 
c) Desa Salupao (Kode Wilayah 73.17.18.2005 Luas 6.94 Km2) 
d) Desa Pompengan Pantai (Kode Wilayah 73.17.18.2003  Luas 
12.23 Km2) 
e) Desa Seriti (Kode Wilayah 73.17.18.2004  Luas 5.64 Km2) 
f) Desa Pompengan (Kode Wilayah 73.17.18.2001Luas 2.16 
Km2) 
g) Desa To‟lemo (Kode Wilayah 73.17.18.2006 Luas 5.15 Km2) 
  
h) Desa Pompengan Utara  (Kode Wilayah 73.17.18.2009  Luas  
4.61 Km2) 
i) Desa Pompengan Tengah (Kode Wilayah 73.17.18.2008  
Luas 3.97 Km2) 
 
b.  Potensi Unggulan 
Kecamatan Lamasi mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
1. Pertanian   
2. Perkebunan   
 
 
4. Kecamatan Walenrang Timur ( kode wilayah 73.17.17) 
a. Kondisi Wilayah 
    1.   Sejarah Terbentuknya 
Walenrang  Timur  merupakan Pemekaran dari Kecamatan 
Walenrang yang berarti Air bersih yang jerni. Walenrang sudah dikenal 
sejak saman kedatuan Luwu pada masah datu ala, dipimpin seorang 
palempang ( setingkat pemerintahan kabupaten) dibawah wilayah 
peradaban maddika bua Kecamatan Walenrang Timur, yang ibukota 
kecamatannya terletak di Desa To‟lemo kecamatan Walenrang Timur 
dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006. 
 
 
  
2.  Letak Geografi 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Walenrang Timur terletak di Desa To‟lemo yang 
memiliki luas wilayah 63.65 Km2 dengan Koordinat Gegrafis berada 
pada 2° 52´53´´LS dan 120°11´46 BT. 
 Batas Wilayah  
Sebelah Timur  :  Kecamatan Walenrang 
Sebelah Selatan   :  Teluk Bone  
Sebelah Timur    :  Kecamatan Lamasi Timur 
Sebelah Barat   :  Kota Palopo 
3. Jumlah Desa 
Secara administrastratif  Kecamatan Walenrang  Timur terdiri dari 8 
Desa sebagai berikut : 
a) Desa Seba – seba (Kode Wilayah 73.17.17.2007 Luas 5.77 
Km2) 
b) Desa To‟lemo ( Kode Wilayah 73.17.17.2004  Luas 9.66 Km2 ) 
c) Desa Rante damai ( Kode Wilayah 73.17.17.2003 Luas 4.70 
Km2 ) 
d) Desa Lamasi Pantai  ( Kode Wilayah 73.17.17.2001 Luas  13.08 
Km2 ) 
e) Desa Panagalli ( Kode Wilayah 73.17.17.2006  Luas 5.20 Km2 ) 
  
f) Desa Suka Damai ( Kode Wilayah 73.17.17.2008 Luas 7.08 
Km2 ) 
g) Desa Kendekan (Kode Wilayah 73.17.17.2005 Luas 12.28 Km2) 
h) Desa Tanete ( Kode Wilayah 73.17.17.2002  Luas 5.88 Km2 ) 
b. Potensi Unggulan 
Kecamatan Lamasi mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
1. Pertanian   
2. Perikanan 
3. Perkebunan   
 
5. Kecamatan Walenrang Barat ( kode wilayah 73.17.15) 
a. Kondisi Wilayah 
1. Sejarah Terbentuknya 
Walenrang  Barat  merupakan Pemekaran dari Kecamatan 
Walenrang yang berarti Air bersih yang jerni. Walenrang sudah dikenal 
sejak saman kedatuan Luwu pada masah datu ala‟ dipimpin seorang 
palempang ( setingkat pemerintahan kabupaten) dibawah wilayah 
peradaban maddika bua (setingkat pemerintah propinsi), sehinga 
menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan 
Walenrang Barat yang dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah No. 2 
Tahun 2006. 
2. Letak Geografi 
  
 Luas Wilayah 
Kecamatan Walenrang Barat terletak di Desa Ilang Batu  yang 
memiliki luas wilayah 270.13 Km2 dengan Koordinat Gegrafis berada 
pada 2° 52´12´´LS dan 120°1´53 BT. 
 Batas Wilayah  
Sebelah Utara  :  Kabupaten Luwu Utra 
Sebelah Selatan  :  Kecamatan  Walenrang  dan  Kab. Tanah  
                                         Toraja  
Sebelah Timur    : Kecamatan Walenrang Utara 
Sebelah Barat  :  Kab. Tanah Toraja 
3. Jumlah Desa 
Secara administrastratif Kecamatan Walenrang Barat terdiri dari 6 
Desa sebagai berikut : 
a) Desa Ilang Batu (Kode Wilayah 73.17.15.2001 Luas 30.38 Km2) 
b) Desa Ilan Batu Uru (Kode Wilayah 73.17.15.2002 Luas 34.46 
Km2) 
c) Desa Lamasi Hulu ( Kode Wilayah 73.17.15.2004  Luas 35.26 
Km2 ) 
d) Desa Lempe ( Kode Wilayah 73.17.15.2005 Luas 48.76 Km2 ) 
e) Desa Lempe Pasang ( Kode Wilayah 73.17.15.2003 Luas  
49.14 Km2 ) 
f) Desa Lewandi ( Kode Wilayah 73.17.15.2006  Luas 49.13 Km2 ) 
  
 
b. Potensi Unggulan 
Kecamatan Lamasi mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
b) Perkebunan   
c)  Kehutanan 
d) Pertanian 
e) Pariwisata   
 
6. Kecamatan Walenrang Utara ( kode wilayah 73.17.16) 
a. Kondisi Wilayah 
1. Sejarah Terbentuknya 
Walenrang  Utara  merupakan Pemekaran dari Kecamatan 
Walenrang yang berarti Air bersih yang jernih. Walenrang sudah dikenal 
sejak saman kedatuan Luwu pada masah datu ala‟ dipimpin seorang 
palempang ( setingkat pemerintahan kabupaten) dibawah wilayah 
peradaban maddika bua (setingkat pemerintah propinsi), sehingga 
menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan 
Walenrang Utara yang ibukotanya kecamatan terletak di kelurahan 
Bosso. Kecamatan Walenrang Utara  dibentuk berdasarkan  Peraturan 
Daerah No. 2 Tahun 2006. 
 
 
 
  
2. Letak Geografi 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Walenrang Utara terletak di Dikelurahan Bosso  yang 
memiliki luas wilayah 259.77 Km2 dengan Koordinat Gegrafis berada 
pada 2° 44´36´´LS dan 120°9´20 BT. 
 Batas Wilayah 
Sebelah Utara  :  Kabupaten Luwu Utara 
Sebelah Selatan  :  Kecamatan Walenrang  
Sebelah Timur   :  Kecamatan Lamasi 
Sebelah Barat  :  Kecamatan Walenrang Barat 
 Tofografi 
Kecamatan Walenrang Utara Berada pada lokasi Pengunungan 
dan Dataran mempunyai jarak tempuh 15 KM dari Ibukota kecamatan  
Ke Ibukota Kabupaten. 
3. Jumlah Kelurahan dan Desa 
Secara administrastratif Kecamatan WALENRANG  UTARA terdiri 
dari 1 Kelurahan 10 Desa sebagai berikut : 
a) Kelurahan Bosso ( Kode Wilayah 73.17.16.1004 Luas 26.09 
Km2 ) 
b) Desa Bolong ( Kode Wilayah 73.17.16.2003  Luas 5.75 Km2 ) 
c) Desa Buntu Awo ( Kode Wilayah 73.17.16.2006 Luas 33.24 
Km2 ) 
  
d) Desa Salutubu ( Kode Wilayah 73.17.16.2001Luas 16.18 Km2 ) 
e) Desa Siteba ( Kode Wilayah 73.17.16.2002 Luas 63.02 Km2 ) 
f) Desa Pongko ( Kode Wilayah 73.17.16.2005  Luas 23.53 Km2 ) 
g) Desa sang Tandung ( Kode Wilayah 73.17.16.2009  Luas 28.12 
Km2 ) 
h) Desa Salulino ( Kode Wilayah 73.17.16.2008  Luas 24.70 Km2 ) 
i) Desa Marabuana ( Kode Wilayah 73.17.16.2007 Luas 18.73 
Km2 ) 
j) Desa Bosso Timur ( Kode Wilayah 73.17.16.2010  Luas 9.11 
Km2 ) 
k) Desa Limbong ( Kode Wilayah 73.17.16.2011Luas 11.30 Km2 ) 
b. Potensi Unggulan 
Kecamatan Walenrang Utara mempunyai Potensi Unggulan yaitu  : 
1. Pertanian   
2. Pertambangan 
3. Perkebunan 
 
 
 
 
  
Tabel jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Luwu Tengah di 
tahun 2011 
Kecamatan 
Jumlah 
Penduduk 
(Jiwa) 
Luas (km2) 
Kepadatan 
(Jiwa/ 
km2) 
Kecamatan Lamasi 20.569 42,2 487,42 
Kecamatan Walenrang Utara 17.923 259,77 69,00 
Kecamatan Walenrang 17.608 94,6 186,13 
Kecamatan Walenrang Timur 15.435 63,65 242,50 
Kecamatan Lamasi Timur 12.288 57,65 213,15 
Kecamatan Walenrang Barat 8.987 247,13 36,37 
Total 92.810 765 121,32 
Tabel 2. ( BPS Kab. Luwu 2011 ) 
 
 C. Hal – Hal Yang Melatarbelakangi Pembentukan Wilayah Luwu 
Tengah 
 Menurut Hj Hayarna Basmin SH, MSi Selaku Ketua DPRD Kab.Luwu  
( Wawancara tanggal 13 Februari 2013 ) mengemukakan:  
“Bahwa Luwu Tengah yang terdiri dari 6 kecamatan, setelah Palopo 
ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom yang berdiri sendiri dan otomatis 
memisahkan diri dari Kabupaten Luwu menyebabkan daerah Luwu Tengah 
juga ikut tepisah dari wilayah induknya.Sehingga esensi dari tujuan otonomi 
daerah yaitu mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
pada masyarakat malah terjadi sebaliknya di Luwu Tengah, dengan 
ditingkatkannya Kota Palopo menjadi kota otonom masyarakat Luwu Tengah 
yang terdapat dalam 6 kecamatan tersebut jika ingin  ke Rumah Sakit dan 
mengurus urusan pemerintahan harus menempuh perjalanan 100 km lebih 
untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan melewati wilayah Kota 
  
Palopo tentunya.Di lain sisi jika dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, 
kemampuan ekonomi masyarakat Luwu Tengah memang sudah layak untuk 
dimekarkan. Hal yang melatar belakangi pemekaran  Luwu Tengah semata – 
mata hanya untuk kepentingan masyarakat  Luwu Tengah Mengingat jarak 
antara daerah  - daerah di Luwu Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu 
Bellopa sangat jauh. 
 
Sedangkan menurut H.Asril (salah seorang warga lamasi wawancara 
11 februari 2014): 
“Keinginan masyarakat  WALMAS (Walenrang dan Lamasi) untuk 
memisahkan  diri dari Kabupaten Luwu sebenarnya sudah lama, hal ini dilatar 
belakangi oleh rasa ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah 
Kab.Luwu. Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kab.Luwu 
kurang menyentuh masyarakat WALMAS sehingga masyarakat WALMAS 
merasa di anak tirikan ditambah lagi jarak yang teramat jauh dari Ibukota 
Kabupaten yaitu Bellopa”. 
 
Selain itu ada hal lain yang melatar belakangi pembentukan wilayah 
Luwu Tengah untuk menjadi daerah otonom baru yaitu, adanya keinginan 
untuk membentuk provinsi baru yaitu provinsi Luwu Raya, apabila wilayah 
Luwu Tengah disahkan dan menjadi suatu kabupaten baru maka persyaratan 
5 kabupaten akan terpenuhi dalam pembentukan provinsi tersebut, dimana 
rencana pemekaran provinsi Luwu Raya tersebut akan diisi oleh kabupaten 
Luwu, Kabupaten Luwu Utara , Kabupaten Luwu Timur , Kota Palopo dan 
Kabupaten Luwu Tengah tentunya apabila telah disahkan. Dan rencananya 
Kota Palopo akan menjadi Ibukota Provinsinya. 
 
 
  
D. Tinjauan Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah  
Kriteria Kelulusan Daerah Otonom Baru 
 
Tabel 3.(PP No. 78 Tahun 2007) 
Dari tabel di atas tampak bahwa total nilai minimum yang harus 
dipenuhi oleh sebuah calon daerah otonom baru dan daerah induknya adalah 
340. Formulasi nilai ini diperoleh dari pemberian skor pada indikator-indikator 
yang ditetapkan sebagai kriteria kelulusan. Penilaian yang digunakan adalah 
sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam 
metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.  
1).Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan 
besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai 
rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya. 
2).Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu 
sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun 
daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan 
provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di 
  
provinsi-provinsi sekitarnya.Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk 
pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk 
kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota 
jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata 
jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan 
dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan 
daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, 
maka semakin besar skornya. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang 
memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud 
dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. 
Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakanPembanding 
Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten 
dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota. Pembanding 
Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu: Jawa 
dan Bali; Sumatera; Sulawesi; Kalimantan; Nusa Tenggara; Maluku; dan 
Papua. Pembanding kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi 
yang bersangkutan. Sedangkan pembanding kota adalah kota-kota sejenis 
(tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang 
bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. 
Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten 
dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki 
besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai 
  
terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Setiap indikator 
mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori 
sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 
2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu. 
Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai 
dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator 
lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, 
pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama 
dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai 
indicator 45 lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, 
pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama 
dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai 
indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata. 
 
Dalam PP No. 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa penilaian atau 
proses scoring terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu melalui 
metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai daerah induk 
dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah selevel di sekitarnya. Untuk 
menilai calon “Kabupaten Luwu Tengah ” data-data tentang indikator-
indikator Luwu Tengah dibandingkan dengan rata-rata nilai dari kota-kota di 
Sulawesi selatan , minimal 3 Kabupaten. Sedangkan daerah induknya, yaitu 
  
Kabupaten Luwu setelah dimekarkan dibandingkan dengan rata-rata 
kabupaten lain di provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada table dan tabel di 
bawah ini, yang menggambarkan hasil penilaian Luwu Tengah berdasarkan 
PP No. 78 Tahun 2007.  
No 
 
Faktor dan Indikator Skor Bobot Skor  x  Bobot 
1. Kependudukan. 
a. Jumlah Penduduk 
b. Kepadatan Penduduk. 
 
5 
5 
 
15 
5 
 
75 
25 
2. Kemampuan Ekonomi 
a. PDRB non Migas Perkapita. 
b. Pertumbuhan Ekonomi. 
c. Kontribusi PDRB Non Migas. 
 
5 
3 
5 
 
5 
5 
5 
 
25 
15 
25 
3. Potensi Daerah. 
a.Rasio bank dan lembaga keuangan 
non bank per 10.000 penduduk. 
b.Rasio kelompok pertokoan per 
10.000 penduduk. 
c.Rasio pasar per 10.000 penduduk. 
d.Rasio sekolah SD perpenduduk 
usia SD. 
e.Rasio sekolah SLTP perpenduduk 
usia SLTP. 
f. Rasio sekolah SLTA perpenduduk 
usia SLTA. 
g.Rasio fasilitas kesehatan per 
10.000 penduduk. 
h.Rasio tenaga medis per 10.000 
penduduk. 
i. Persentase rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor 
 
3 
 
 
3 
 
3 
4 
 
4 
 
2 
 
3 
 
3 
 
4 
 
2 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
6 
 
 
3 
 
3 
4 
 
4 
 
2 
 
3 
 
3 
 
4 
  
atau perahu atau perahu motor 
atau kapal motor. 
J.Persentase pelanggan listrik  
terhadap jumlah rumah tangga. 
k.Rasio panjang jalan terhadap 
jumlah kendaraan bermotor . 
l.Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 tahun 
ke atas. 
m.Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal S-1 
terhadap penduduk usia 25 tahun 
ke atas . 
n.Rasio pegawai negeri sipil terhadap 
penduduk 
 
 
 
4 
 
5 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
5 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
4. Kemampuan Keuangan. 
a. Jumlah PDS . 
b.Rasio PDS terhadap jumlah 
penduduk. 
c. Rasio PDS terhadap PDRB non 
migas. 
 
4 
4 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
20 
20 
 
25 
5. Sosial Budaya. 
a. Rasio sarana peribadatan per 
10.000 penduduk. 
b. Rasio Fasilitas olah raga per 
10.000 penduduk 
c. Jumlah Balai Pertemuan 
 
5 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
 
10 
 
6 
 
3 
6. Sosial Politik. 
a. Rasio penduduk yang ikut pemilu 
legislatif penduduk yang mempunyai 
hak pilih. 
b. Jumlah organisasi 
kemasyarakatan 
 
 
4 
 
 
3 
 
3 
 
 
2 
 
12 
 
 
6 
  
7. Luas Daerah. 
a. Luas wilayah Keseluruhan. 
b. Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan. 
 
4 
4 
 
2 
3 
 
8 
12 
8. Pertahanan 
a. Rasio jumlah personil aparat 
pertahanan terhadap luas wilayah. 
b. Karakteristik wilayah ,dilihat dari 
sudut pandang pertahanan. 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
2 
 
9 
 
 
8 
9. Keamanan. 
a. Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah 
penduduk. 
 
3 
 
 
5 
 
 
15 
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  
a. Indeks pembangunan manusia. 
 
3 
 
5 
 
15 
11. Rentang kendali 
a. Rata – rata jarak kabupaten / kota 
atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan. (provinsi atau 
kabupaten/kota). 
b. Rata – rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan (provinsi atau 
kabupaten/ kota). 
 
5 
 
 
 
5 
 
2 
 
 
 
5 
 
10 
 
 
 
25 
TOTAL 420 
Tabel 4 ( BPS Kab. Luwu ) 
 
Dari tabel di atas kita lihat bahwa skor total calon Kabupaten Luwu 
Tengah sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 
420 (masuk kategori sangat mampu). 
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil penilaian untuk 
kabupaten induknya yaitu Kabupaten Luwu dengan potensi dan nilai-nilai 
faktor yang sudah dikurangi dengan 6 kecamatan yang tergabung ke dalam  
Calon Kabupaten Luwu Tengah, hasilnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah. 
  
No 
 
Faktor dan Indikator Skor Bobot Skor  x  Bobot 
1. Kependudukan. 
a. Jumlah Penduduk 
b. Kepadatan Penduduk. 
 
5 
5 
 
15 
5 
 
75 
25 
2. Kemampuan Ekonomi 
a. PDRB non Migas Perkapita. 
b. Pertumbuhan Ekonomi. 
c. Kontribusi PDRB Non Migas. 
 
5 
3 
5 
 
5 
5 
5 
 
25 
15 
25 
3. Potensi Daerah. 
a.Rasio bank dan lembaga keuangan 
non bank per 10.000 penduduk. 
b.Rasio kelompok pertokoan per 
10.000 penduduk. 
c.Rasio pasar per 10.000 penduduk. 
d.Rasio sekolah SD perpenduduk 
usia SD. 
e.Rasio sekolah SLTP perpenduduk 
usia SLTP. 
f. Rasio sekolah SLTA perpenduduk 
usia SLTA. 
g.Rasio fasilitas kesehatan per 
10.000 penduduk. 
h.Rasio tenaga medis per 10.000 
penduduk. 
i. Persentase rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor 
atau perahu atau perahu motor 
atau kapal motor. 
J.Persentase pelanggan listrik  
terhadap jumlah rumah tangga. 
k.Rasio panjang jalan terhadap 
jumlah kendaraan bermotor . 
l.Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 tahun 
ke atas. 
 
3 
 
4 
 
3 
4 
 
4 
 
3 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
5 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
6 
 
4 
 
3 
4 
 
4 
 
3 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
5 
 
4 
 
 
 
  
m.Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal S-1 
terhadap penduduk usia 25 tahun 
ke atas . 
n.Rasio pegawai negeri sipil terhadap 
penduduk 
3 
 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
 
1 
3 
 
 
 
3 
 
4. Kemampuan Keuangan. 
a. Jumlah PDS . 
b.Rasio PDS terhadap jumlah 
penduduk. 
c. Rasio PDS terhadap PDRB non 
migas. 
 
4 
4 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
20 
20 
 
25 
5. Sosial Budaya. 
a. Rasio sarana peribadatan per 
10.000 penduduk. 
b. Rasio Fasilitas olah raga per 
10.000 penduduk 
c. Jumlah Balai Pertemuan 
 
5 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
 
10 
 
6 
 
3 
6. Sosial Politik. 
a. Rasio penduduk yang ikut pemilu 
legislatif penduduk yang mempunyai 
hak pilih. 
b. Jumlah organisasi 
kemasyarakatan 
 
4 
 
 
3 
 
3 
 
 
2 
 
12 
 
 
6 
7. Luas Daerah. 
a. Luas wilayah Keseluruhan. 
b. Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan. 
 
4 
4 
 
2 
3 
 
8 
12 
8. Pertahanan 
a. Rasio jumlah personil aparat 
pertahanan terhadap luas wilayah. 
b. Karakteristik wilayah ,dilihat dari 
sudut pandang pertahanan. 
 
4 
 
3 
 
3 
 
2 
 
12 
 
8 
9. Keamanan. 
a. Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah 
penduduk. 
 
3 
 
 
5 
 
 
15 
  
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  
a. Indeks pembangunan manusia. 
 
3 
 
5 
 
15 
11. Rentang kendali 
a. Rata – rata jarak kabupaten / kota 
atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan. (provinsi atau 
kabupaten/kota). 
b. Rata – rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan (provinsi atau 
kabupaten/ kota). 
 
5 
 
 
 
5 
 
2 
 
 
 
5 
 
10 
 
 
 
25 
TOTAL 427 
Tabel 5 (BPS Kab. Luwu) 
Berdasarkan tabel di atas kita lihat bahwa skor total Kabupaten Luwu 
sebagai wilayah induk setelah data wilayah Luwu Tengah tidak dimasukkan 
yaitu  sebesar 427 (masuk kategori sangat mampu). 
  
E.  Hal – hal yang jadi penghambat dalam pembentukan wilayah Luwu 
Tengah menjadi suatu daerah otonom baru. 
 
Perlengkapan data administratif, teknis, dan fisik kewilayahan  yang 
perlu dilengkapi  oleh pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka pemekaran 
/ pembetukan wilayah Kabupaten Luwu Tengah menurut Peraturan Presiden 
no. 78 tahun 2007 edisi 10 oktober 2013 
 I. Persyaratan Administratif Ada Belum Keterangan 
1. Aspirasi sebagian Masyarakat 
setempat dalam bentuk :  
Keputusan BPD dari desa, dan atau 
Forum Komunikasi Kelurahan, lebih 
dari 2/3 dari jumlah BPD/FKK. 
   Keputusan BPD 
Lengkap 6 
  
1) Keputusan BPD di Kec. Walenrang 
terdiri dari : Desa Batusitanduk, 
Walenrang,Tombang,Barammamas
e, Saragi dan Harapan. 
2) Keputusan BPD di Kec. Walenrang 
Timur  terdiri dari : Desa Kendekan, 
Seba-Seba, Lamasi Pantai, Rante 
Damai, Taba, Tanete, Pangalli dan 
Suka Damai. 
3) Keputusan BPD di Kec. Walenrang 
Barat terdiri dari : Desa Ilan Batu 
dan Desa Dempe. 
4) Keputusan BPD di Kec. Walenrang 
Utara terdiri dari : Desa Pongko, 
Salutubu, Salulino, Marabuana, 
Buntu Awo, Wiwitan, Bosso, Bolong 
dan Desa Sangtandung. 
5) Keputusan FKK dan BPD di Kec. 
Lamasi terdiri dari : Kel.Lamasi, 
Desa Pongsamelung, Setiarejo, 
Wiwitan, To‟Pongo, Salujambu, 
Padang Kalua, Awo Gading, dan 
Desa Sepon. 
6) Keputusan BPD di Kec. Lamasi 
Timur terdiri dari : Desa Bulu 
Londong, Pelalan, Salu Pao, 
Pompengan Pantai. Pompengan, 
To‟Lenro dan Desa Seriti.   
 
Kecamatan (Foto 
Copy) 
2. Keputusan DPRD  Kabupaten tentang 
persetujuan pembentukan Daerah 
Otonomi Baru (DOB) 
  Asli 
 a) Persetujuan nama calon Daerah 
Otonomi Baru ( DOB ) 
   No.14/DPRD/V/ 2010  
tgl.19 Mei (nama 
Kab.Luwu Tengah) 
 b) Persetujuan penetapan calon Ibu 
Kota Daerah Otonomi Baru ( DOB 
) 
   No.15/DPRD/V/ 2010 
tgl.19 Mei (Ibukota di 
Kec.Walenrang) 
 c) Persetujuan pelepasan kecamatan 
yang menjadi cakupan wilayah 
Daerah Otonomi Baru ( DOB ) 
   No.16/DPRD/V/ 2010 
tgl. 19 Mei (6 
kecamatan yaitu :  
kecamatan 
  
Walenrang, 
Walenrang Barat, 
Walenrang Utara, 
Walenrang Timur, 
Lamasi, Lamasi 
Timur. 
  
d). Persetujuan pemberian hibah 
untuk mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan 
DOB selama 2 tahun  berturut – 
turut ( cantumkan nominal Rp). 
   No.17/DPRD/V/ 2010 
tgl 19 Mei (dukungan 
dana pertahun Rp.5 
milyar selama 2 tahun 
beturut-urut jumlah 
keseluruhan Rp.10 
milyar) dana 
diberikan sejak 
peresmian.  
 e). Persetujuan dukungan dana untuk 
penyelenggaraan  PILKADA 
pertama kali ( cantumkan nominal 
Rp ). 
   No.19/DPRD/V 2010 
tgl 19 Mei (dana 
PILKADA 
Rp.1.635.925.350)  
untuk pertama kali. 
 f). Persetujuan penyerahan kekayaan 
Daerah yang dimiliki berupa 
barang bergerak maupun tidak 
bergerak, personil, hutang – 
piutang, dan dokumen yang 
digunakan di calon DOB. 
 
   No.18/DPRD/V/ 2010 
tanggal 19 Mei. 
 g). Persetujuan penyerahan sarana 
dan prasarana perkantoran  yang 
digunakan oleh calon DOB untuk  
penyelenggaraan pemerintah. 
    
No.20/DPRD/V/ 2010 
Tanggal 19 Mei. 
 
 
3. 
 
Keputusan Bupati tentang persetujuan 
pembentukan DOB, Yang Memuat :   
  Foto Copy 
  
a). Persetujuan nama calon DOB.  
   No.223/V/2010 Tgl 19 
– 5 - 2010 (Nama 
Kab.Luwu Tengah) 
  
b) Persetujuan penetapan lokasi 
ibukota calon DOB. 
 
 
   No.224/V/2010 Tgl 19 
– 5- 2010 (Ibukota di 
Kec. Walenrang) 
  
 c). Persetujuan pelepasan kecamatan 
yang menjadi cakupan wilayah 
DOB. 
   No.225/V/2010 Tgl 19 
– 5 – 2010 (cakupan 
Wilayah 
Kec.Walenrang, 
Walenrang Timur, 
Walenrang Utara, 
Walenrang Barat, 
Lamasi, dan Lamasi 
Timur) 
 
 d). Persetujuan pemberian hibah 
untuk penyelenggaraan 
pemerintahan DOB selama 2 
tahun berturut – urut. 
   No.226/V/2010 
Tgl.19 – 5 – 2010 
(dukungan dana 
pertahun Rp.5 milyar 
selama 2 tahun 
beturut – urut total 
Rp.10 milyar) 
 
 
e).  Persetujuan dukungan dana untuk 
penyelenggaraan Pilkada pertama 
kali ( cantumkan nominal Rp ) . 
   No.227/V/2010   
Tanggal 19 – 05 – 
2010 
( Rp.1.635.935.300) 
untuk Pilkada 
pertama kali. 
 f). Persetujuan penyerahan kekayaan 
daerah yang dimiliki berupa barang 
bergerak maupun tidak bergerak , 
personil, hutang piutang, dan 
dokumen yang digunakan  di calon 
DOB. 
   No. 228/V/2010 
Tanggal 19 – 05 – 
2010 
 g). Persetujuan penyerahan sarana 
dan  prasarana perkantoran yang 
digunakan oleh calon DOB untuk 
penyelenggaraan pemerintah. 
    
No.229/V/2010 
Tanggal 19 – 05 – 
2010 
4. Surat Bupati kepada Gubernur perihal 
Usul persetujuan. 
   No.100/359/Pem.Um
um 2010 tgl 18 Mei 
2010 (foto copy). 
5. Keputusan DPRD Prov. Tentang 
Persetujuan Pembentukan DOB, 
yang memuat : 
   
Foto copy 
 a). Persetujuan pemberian bantuan 
dukungan dana untuk 
penyelenggaraan pemerintah DOB 
   No.2 Tahun 2012 
Tanggal 24 Februari 
2012 ( dukungan 
  
selama 2 tahun berturut – urut. ( 
cantumkan nominal Rp. ) 
dana 3,5 Milyar setiap 
tahun untuk jangka 
waktu 2 tahun 
berturut – urut) 
 b). Persetujuan pemberian dana untuk 
penyelengaraan Pilkada pertama 
kali ( cantumkan nominal Rp ). 
   No.2 Tahun 2012  
Tanggal 24 Februari 
2012 (dana Pilkada 
untuk pertama kali 
1,5 Milyar) 
 c). Persetujan nama calon DOB , 
Cakupan wilayah Kecamatan, dan 
Penetapan calon Ibukota DOB. 
   No. 2 tahun 2012 
Tanggal 24 Februari 
2012 (cakupan Wil. 
Kec. Walenrang, 
Walenrang Barat, 
Walenrang Timur, 
Walenrang Utara , 
Lamasi Timur, 
Lamasi), beribukota 
di Kec. Walenrang. 
6. Keputusan Gubernur Tentang 
Persetujuan Pembentukan DOB, 
Yang Memuat : 
   Asli. 
 a). Persetujuan pemberian bantuan 
dukungan dana untuk 
penyelenggaraan pemerintah DOB 
selama 2 tahun berturut – urut. ( 
cantumkan nominal Rp. ) 
   No.777/II/Tahun 2012 
Tgl.29 - 2 -  2012 
( dukungan dana 3,5 
Milyar setiap tahun 
untuk jangka waktu 2 
tahun berturut – urut ) 
 b). Persetujuan pemberian dana untuk 
penyelengaraan Pilkada pertama 
kali. 
( cantumkan nominal Rp ) 
   No.777/II/Tahun 2012 
Tgl.29 - 2 -  2012 
(dana Pilkada untuk 
pertama kali 1,5 
Milyar) 
 c). Persetujan nama calon DOB , 
Cakupan wilayah Kecamatan, dan 
Penetapan calon Ibukota DOB. 
   No.777/II/Tahun 2012 
Tgl.29 - 2 -  2012 
(cakupan Wil. Kec. 
Walenrang, 
Walenrang Barat, 
Walenrang Timur, 
Walenrang Utara , 
Lamasi Timur, 
Lamasi), beribukota 
  
di Kec. Walenrang.  
 d). Persetujuan pemindahan personil 
dari Provinsi. 
   No.2057/VII/Thn 2012 
Tgl. 30 – 7 – 2012 
7. Surat Gubernur Kepada Menteri 
Dalam Negeri ( MENDAGRI ) Perihal  
Usul Persetujuan. 
   No.135/1213/Pemda 
Tgl.1 Maret 2012 
(asli) 
II. Persyaratan  Teknis ( dukungan data ) 
8. Kajian Daerah Oleh Pemerintah 
Kabupaten. 
   - Kajian Sesuai PP 78 
/ 2007 oleh Pem.Kab 
Luwu Tahun 2011, 
- Kajian analisis 
pemilihan Ibukota 
tahun 2008 
9. Buku Provinsi Dalam Angka Terbitan 
Tahun Terakhir. 
    
10. Buku PDRB Terbitan Tahun Terakhir 
Untuk Semua Kabupaten Yang Ada Di 
Wilayah Provinsi. 
    
11. Buku Ringkasan APBD 3 Tahun 
Terakhir Untuk Semua Kabupaten 
Yang Ada Di Wilayah Provinsi. 
   Tahun 2005, 2006,  
dan 2007 
12 Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka 
Terbitan Tahun Terakhir Untuk Semua 
Kab./Kota Yang Ada Di Wilayah 
Provinsi. 
    
13. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah ( RPJM ) Kabupaten/Kota.  
    
14. Potensi Masing – Masing Kecamatan / 
Profil Calon Kabupaten. 
    
15. Monografi Masing – Masing 
Kecamatan. 
    
16. Formulir Isian Data Kelengkapan 
Calon DOB (diisi oleh Pem.Kab. yang 
ditanda tangani oleh Bupati dan Ketua 
DPRD kab.) Dan Blanko Isian. 
   - Formulir isian sudah 
ada ( foto copy ) 
- Blanko isian belum 
ada 
III. Persyaratan Fisik Kewilayahan ( dukungan data ) 
17. Daftar Nama Pulau  -  -  
18. Undang – Undang Pembentukan 
Kabupaten Induk. 
   UU Nomor 29 Tahun 
1959 
19. PP/PERDA Kab. Induk Tentang 
Pembentukan Kecamatan. 
   No.02 Tahun 2006 ( 
Pembentukan Kec. 
Walenrang Barat, 
  
Walenrang Timur , 
Walenrang Utara, dan 
Lamasi Timur ) 
20. Peta Wilayah Kab./Kota Akan 
Dibentuk Yang Telah Dilegalisir Oleh 
Kab.Kota Yang Berbatasan Dengan 
Daerah Lain, Dan Peta wilayah 
Kab.Induk. 
    
Peta calon 
Kabupaten Luwu 
Tengah 
21. Bukti Kepemilikan Yang Syah  Berupa 
Dokumen Bangunan Dan Lahan 
Untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor 
DPRD, Dan Kantor Perangkat Daerah 
Untuk Calon Kantor Kab. Baru. 
    
22. Rencana Tata Ruang Wilayah / 
Provinsi / Kabupaten Induk.  
    
Tabel 6 ( Pemkab. Luwu Edisi 10 0ktober 2013 ) 
 
 Berdasarkan Tabel diatas ada beberapa persyaratan berdasarkan PP 
78 Tahun 2007 yang belum dilengkapi oleh Kab. Luwu dalam usaha 
Pemekaran Kab.Luwu Tengah sehingga menghambat pemekaran atau 
pembentukan Kab. Luwu Tengah pada tahun 2013 yaitu : 
 A. Persyaratan Teknis ( dukungan data ) 
1. Belum adanya buku Provinsi dalam angka terbitan tahun terakhir. 
2. Belum adanya buku Kabupaten/Kota dalam angka terbitan tahun 
terakhir untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi. 
3. Belum adanya buku PDRB terbitan tahun terakhir untuk semua 
kabupaten yang ada di wilayah provinsi. 
4. Belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Kabupaten/Kota. 
  
 B. Persyaratan Fisik Kewilayahan (dukungan data) 
1. Bukti kepemilikan yang syah berupa dokumen bangunan dan lain. 
untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Perangkat 
Daerah, untuk calon kantor Kab.Baru.  
Persyaratan – persyaratan tersebutlah yang belum dilengkapi oleh 
Pemerintah Kab.Luwu dalam upaya Pemekaran atau Pembentukan Kab. 
Luwu tengah, sehingga pemekaran Kab.Luwu Tengah terhambat dan 
tertinggal pada tahun 2013.  
Keterhambatan inilah yang memicu terjadinya konflik berdarah di 
wilayah walenrang dan lamasi pada november 2013 kemarin karena 
masyarakat menganggap pemerintah tidak serius dalam mengurus 
pemekaran wilayah Luwu Tengah sebelumnya , hal tersebut dibuktikan pada   
desember 2013 setelah konflik berdarah terjadi, tim percepatan pembentukan 
kabupaten Luwu Tengah baru dibentuk.  
 
Namun menurut H.Jamaluddin Nuhung,SH.,MH selaku asisten 1 
bagian pemerintahan dan selaku ketua tim Percepatan Pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah tahun yang dibentuk pada desember 2013 ( 
wawancara 10 februari 2013 )  mengemukakan:  
“Pembahasan Luwu Tengah sebagai Calon Daerah Otonom Baru 
sempat tertinggal, yang seharusnya Luwu Tengah masuk kedalam kelompok 
65 calon Daerah Otonom Baru Waktu itu (2013) .Tertinggal, dan tidak masuk 
kedalam kelompok tersebut karena kurang lengkapnya persyaratan yang 
  
dimiliki. Namun Luwu Tengah dipastikan akan masuk kedalam kelompok 22 
Daerah Otonom Baru yang insya allah Perpresnya akan keluar tahun ini 
(2014). 
 
Upaya Pemerintah Kab. Luwu khususnya bupati beserta jajarannya 
sangat serius dalam upaya pemekaran/pembentukan daerah Luwu Tengah. 
Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Percepatan Pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah pada tanggal 12 desember 2013 kemarin, guna 
melengkapi persyaratan – persyaran yang ditetapkan oleh PP. No.7 tahun 
2007. 
 Pemerintah Kab. Luwu beserta Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
tentunya saat ini telah berupaya keras dan telah memenuhi persyaratan yang 
telah ditetapkan oleh PP No.78 tahun 2007 guna memekarkan Wilayah Luwu 
Tengah”  
 
Menurut H.Jamaluddin Nuhung,SH.,MH pembahasan DOB Luwu 
Tengah telah di godok oleh DPR dan dalam waktu dekat undang – 
undangnya tinggal menunggu pengesahan dari Presiden .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis ,uraian/ pembahasan yang telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1). Bahwa hal yang melatar belakangi pemekaran/pembentukan 
wilayah Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu, kurangnya 
perhatian aparat pemerintah Kab.Luwu terhadap wilayah – wilayah yang 
terdapat di Luwu Tengah  sehingga masyarakat di wilayah Luwu Tengah 
merasa di anak tirikan. Ditambah lagi jarak antara daerah  - daerah di Luwu 
Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu Bellopa sangat jauh karena harus 
terlebih dahulu melewati kota Palopo. Sehingga esensi dari tujuan otonomi 
daerah yaitu mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
pada masyarakat malah terjadi sebaliknya di Luwu Tengah, di tambah lagi 
adanya keinginan pembentukan  provinsi baru di tanah Luwu yaitu Provinsi 
Luwu Raya dimana provinsi tersebut akan diisi oleh, Kab. Luwu , Kab. Luwu  
Utara, Kab.Luwu Timur, Kota Palopo dan terakhir Kab. Luwu Tengah 
tentunya apa bila telah disahkan. 
  
2). Dari tabel penilaian berdasarkan UU No. 78 skor total calon 
Kabupaten, Luwu Tengah sementara, berdasarkan data terakhir yang 
diperoleh adalah sebesar 420 (masuk kategori sangat mampu). Sedangkan 
skor total Kabupaten Luwu sebagai wilayah induk setelah data wilayah Luwu 
Tengah tidak dimasukkan yaitu  sebesar 427 (masuk kategori sangat 
mampu). Dengan demikian Wilayah Luwu Tengah sudah sangat mampu dan 
layak untuk di mekarkan. 
3). Ada beberapa persyaratan berdasarkan PP 78 Tahun 2007 yang 
belum dilengkapi oleh Kab. Luwu dalam usaha Pemekaran Kab.Luwu 
Tenga\h sehingga menghambat pemekaran atau pembentukan Kab. Luwu 
Tengah pada tahun 2013 yaitu : 
 A. Persyaratan Teknis ( dukungan data ) 
1. Belum adanya buku Provinsi dalam angka terbitan tahun terakhir. 
2. Belum adanya buku Kabupaten/Kota dalam angka terbitan tahun 
terakhir untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi. 
3. Belum adanya buku PDRB terbitan tahun terakhir untuk semua 
kabupaten yang ada di wilayah provinsi. 
4. Belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Kabupaten/Kota. 
 B. Persyaratan Fisik Kewilayahan (dukungan data) 
  
1. Bukti kepemilikan yang syah berupa dokumen bangunan dan lain. 
untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Perangkat 
Daerah, untuk calon kantor Kab.Baru. 
 
Persyaratan – persyaratan tersebutlah yang belum dilengkapi oleh 
Pemerintah Kab.Luwu dalam upaya Pemekaran atau Pembentukan Kab. 
Luwu tengah, sehingga pemekaran Kab.Luwu Tengah terhambat dan 
tertinggal pada tahun 2013. 
Namun pada saat ini setelah di bentuknya tim percepatan 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah pada tanggal 12 desember 2013 
segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan PP no 78 tahun 
2007 telah dipenuhi oleh Pemkab.Luwu dan dalam waktu dekat Pemekaran 
Luwu Tengah akan terealisasikan apa lagi berdasarkan dari hasil tinjauan 
kelayakan, wilayah Luwu Tengah sudah sangat pantas untuk dimekarkan..  
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya Pemerintah Kab.Luwu melaksanakan sosialisasi kepada 
masyarakat sehubungan dengan pencapaian perkembangan proses 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah agar masyarakat Luwu Tengah tidak 
  
mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya yang berkaitan tentang 
pemekaran Luwu Tengah. 
2.  Tidak selamanya pemekaran adalah solusi dari ketidak merataan 
pembangunan dalam suatu daerah oleh karena itu masyarakat harus tetap 
berhati – hati agar tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan – kepentingan 
politik kelompok – kelompok tertentu yang memiliki kepetingan tertentu pula. 
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